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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Keadaan Umum

Kecamatan Kedungadem  merupakan bagian dari salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Kabupaten  Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang terletak sebelah tenggara dari Kabupaten Bojonegoro, dengan batas administrasi:

Sebelah Utara 
: Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kepohbaru dan Kecamatan Balen


Sebelah Timur
: Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan

Sebelah Selatan
: Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan


Sebelah Barat
: Kecamatan Sugihwaras
Kecamatan Kedungadem terdiri atas 23 Desa yaitu Desa Babad, Pejok, Dayukidul, Panjang, Kedungadem, Tondomulo, Kesongo, Kendung, Mlideg, Tumbrasanom, Duwel, Kepohkidul, Geger, Kedungrejo, Megale, Sidorejo, Drokilo, Mojorejo, Sidomulyo, Jamberejo, Tlogoagung, Ngrandu dan Balongcabe, dengan jumlah RW di Kecamatan Kedungadem sebanyak 160 dan RT sebanyak 574 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 20674. 
    Table 2.1 Data jumlah RW, RT, dan KK di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tahun 2015
	No
	Desa 
	Jenis

	
	
	RW
	RT
	KK

	1
	Babad
	7
	28
	980

	2
	Pejok
	10
	18
	787

	3
	Dayukidul
	6
	16
	541

	4
	Panjang
	8
	23
	880

	5
	Tondomulo
	12
	28
	1313

	6
	Kesongo
	8
	23
	988

	7
	Kendung
	8
	26
	827

	8
	Mlideg
	4
	16
	590

	9
	Tumbrasanom
	5
	24
	619

	10
	Kedungadem
	7
	40
	1688

	11
	Duwel
	4
	13
	366

	12
	Kepohkidul
	8
	31
	789

	13
	Geger
	9
	20
	605

	14
	Kedungrejo
	5
	25
	803

	15
	Megale
	9
	34
	1548

	16
	Sidorejo
	9
	36
	1041

	17
	Drokilo
	4
	23
	803

	18
	Mojorejo
	4
	13
	456

	19
	Jamberejo
	9
	34
	1365

	20
	Sidomulyo
	10
	33
	970

	21
	Tlogoagung
	4
	26
	909

	22
	Ngrandu
	5
	26
	1124

	23
	Balongcabe
	5
	18
	682

	
	Jumlah
	160
	574
	20674


Sumber : Kecamatan BPMD tahun 2014


Luas wilayah Kecamatan Kedungadem 14.514.89 Ha dengan jenis penggunaan lahan yang dominan di Kecamatan Kedungadem adalah persawahan irigasi dan tadah hujan yang luasnya mencapai 50.36 % luas wilayah Kecamatan.
Komposisi tingkat pendidikan penduduk se-Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 dari jumlah pendudduk 84.815 untuk pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Komposisi tingkat pendidikan penduduk
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	1
	Tidak tamat SD
	21.402

	2
	SD/MI/Paket A
	31.063

	3
	SLTP/MTS/Paket B
	18.140

	4
	SLTA/MA/Paket C
	12.647

	5
	D  I

	413

	6
	D II

	97

	7
	D III
	188

	8
	S 1
	1.041

	9
	S 2
	73

	10
	S 3

	3


Orientasi penduduk Kecamatan Kedungadem untuk keperluan sehari-hari dipenuhi oleh sektor perdagangan dan jasa dengan skala lokal ke Kecamatan Sumberrejo dan skala regional ke Kabupaten Lamongan. Untuk kebutuhan lain-lain seperti aktivitas jual beli dan sekolah selain di Kecamatan Kedungadem juga ke Kecamatan Sumberrejo.
2.2 Pendelegasian Wewenang dari Kabupaten
Kecamatan Kedungadem merupakan perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah sebanyak 23 Desa. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro, maka dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi Kecamatan mempunyai tugas yang sangat berat dan komplek yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan diwilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah diwilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa atau Instansi Pemerintah lainnya diwilayah Kecamatan. Selain itu Kecamatan juga mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Sedangkan fungsi Kecamatan meliputi:

1. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan.
2. Penyiapan Informasi mengenai Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Kecamatan 
4. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan  pelayanan lintas Kelurahan atau Desa.
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
2.3 Stuktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi 
2.3.1 Struktur Organisasi
Gambar 2.1 Struktur organisasi Kecamatan Kedungadem
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2.3.2  Tugas Pokok dan Fungsi




Kecamatan agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal, maka dalam susunan organisasinya dibagi sebagai berikut:

A. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang bertugas membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayananan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program   kerja.
2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja.
3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan. 
5. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan.
6. Pengoordinasian kegiatan UPTD atau UPTB diwilayah kerjanya.
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan untuk Sekretariat Kecamatan membawahi 3 Subbagian terdiri dari:
A. 1. 
Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.
c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai.
d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai.
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian. 
f. Penyelengaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai.
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

A. 2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administarsi keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran.
b. Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi.
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai.
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas.
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan.
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

A. 3. Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan laporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Program dan Laporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program.
b. Pengumpulan dan penyajian data statistik.
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program.
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan.
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi  serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek.
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan.
i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.
j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B.  Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan Desa atau Kelurahan serta administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai   fungsi:

a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa atau Kelurahan.
b. Penyusunan program, pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
c. Fasilitasi penataan Desa atau Kelurahan dan penyusunan Peraturan   Desa.
d. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa atau Kelurahan.
e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
f. Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala  Desa.
g. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah diwilayah kerjanya.
i. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa serta pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan.
j. Monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya.
k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

C.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian Desa atau Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa atau Kelurahan, produksi dan distribusi.
b. Perumusan, perencanaan dan pengembangan pembangunan Desa atau Kelurahan.
c. Pengoordinasian dan mengakumulasi proyek masuk Desa atau Kelurahan.
d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
e. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) tanpa ijin dan dapat menggangu serta membahayakan lingkungan hidup.
f. Pendataan potensi Desa atau Kelurahan.
g. Pembinaan kelembagaan Desa atau Kelurahan.
h. Sosialisasi dan monitoring pembangunan Desa atau Kelurahan.
i. Fasilitasi pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

D.  Seksi Kesejahteraan Rakyat



Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pemberdayaan kesejateraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program bantuan sosial, pemberdayaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.
b. Penyusunan program dan pemberdayaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
c. Fasilitasi penyelenggaraan sarana  pendidikan dan pelayanan kesehatan.
d. Pengoordinasian, pembinaan, pengembangan, ketenagakerjaan dan perburuhan.
e. Penanggulangan dan pengoordinasian masalah sosial.
f. Pengevaluasian, monitoring dan melaporkan kondisi sembako di   Desa atau  Kelurahan.
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
E.  Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa atau  Kelurahan, kebersihan, serta sarana dan prasarana umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa atau  Kelurahan.
b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pemberdayaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.
c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.
d. Pelaksanaan pelayanan perijinan.
e. Penginventarisasian usaha yang memiliki perijinan.
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
F.  Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberdayaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman, Ketertibandan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan.
b. Pengoordinasian dengan instansi vertikal dan satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
c. Pelaksanaan patroli diwilayah Kecamatan terutama di daerah rawan bencana.
d. Penyusunan program pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
e. Penjagaan aset Kecamatan.
f. Pencegahan terhadap penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zatadiktif dan bahan berbahaya lainya.
g. Pencegahan, penanggulangan bencana alam, dan pengungsi.
h. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
i. Paksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.   

2.4. Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kedungadem didukung dengan Aparatur sebanyak 26 orang, terdiri dari 19 PNS dan 7 tenaga Honorer. 

 Apabila dilihat dari sisi beban tugas yang harus diemban oleh Kecamatan dengan perbandingan jumlah aparatur yang tersedia tentu masih belum cukup, sehingga perlu adanya penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan agar dapat mendukung kelancaran tugas-tugas dan kewenangannya.

Sumber daya aparatur Kecamatan Kedungadem masih belum cukup memadai karena di lingkungan pemerintahan Kecamatan sendiri masih sangat kurang seperti di Seksi Pemerintahan, PMD dan Kesra hanya terdiri dari 2 (dua) pegawai yaitu Kepala Seksi sendiri dan hanya dibantu satu pegawai. 
2.5     Visi dan Misi Kecamatan Kedungadem
2.5.1  V i s i 
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka visi yang ditetapkan oleh Kecamatan Kedungadem tahun 2013-2018 adalah ”TERWUJUDNYA KEDUNGADEM YANG SEHAT, CERDAS DAN BAHAGIA DENGAN DIDUKUNG TATA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.”
2.5.2 M i s i
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian 
tersebut serta dengan berlandaskan pada visi yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Kecamatan Kedungadem antara lain:
a. Meningkatkan berbagai potensi agrobisnis diwilayah Kedungadem dengan didukung Sumber Daya Manusia.
b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mantap dan demokratis berlandaskan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didukung oleh kesiapan aparatur.

Strategi adalah langkah–langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kedungadem, adapun strategi Kecamatan Kedungadem yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah.
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
Kebijakan adalah arah atau  tindakan yang ditempuh untuk mancapai tujuan. Kebijakan–kebijakan Kecamatan Kedungadem yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan.
3. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan.
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah.
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
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